Menimbang

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3)
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah;

L.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);
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Menetapkan

12,

13.

14,

15.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781}

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2

& @l o 2

Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua
Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Tengah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah
yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah

Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya
disebut UPT Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis
Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kepala UPT Pendapatan adalah Kepala Unit Pelaksana
Teknis Pendapatan pada  Badan  Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Tengah.



1.0,
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12;
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14,

15.

16.

17,

18.

19.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk
wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan wusaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan dengan
ketentuan tertentu.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat
PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi
karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau
pemasukan ke dalam badan usaha.

20. Kepemilikan...../5



20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang
pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor
yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan
atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan
Kendaraan Bermotor.

Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan
fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau
badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi
karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah
wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu
pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya
yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga
manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau
tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta
beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak
terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan,
dan pertambangan.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas
penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat
Berat.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair
atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor
dan Alat Berat.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP
adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan
air permukaan.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut
persentase tertentu.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen
yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak,
penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai
kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.
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40.

41.

42.

43,

44,

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak Kendaraan
Bermotor yang selanjutnya disebut SPKPKB adalah
surat pemberitahuan yang disampaikan kepada wajib
pajak yang memuat informasi kewajiban pajak yang
harus dilunasi sebelum masa pajak berakhir.

SPOPD yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan
subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang
selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang
digunakan untuk menetapkan besarnya biaya
administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-
KB, dan SWDKLLJ.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Gubernur.

Tanda bukti pembayaran yang selanjutnya disingkat
TBP adalah tanda bukti setoran kewajiban pembayaran
pajak yang telah divalidasi.

Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang
selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran
pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi
STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan
SWDKLLJ yang telah divalidasi.

Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS
adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai
bukti transaksi penyetoran hasil pemungutan Pajak
Daerah oleh bendahara penerimaan atau bendahara
penerimaan pembantu ke Rekening Kas Daerah

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.
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33.

54.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu  dalam  peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKRBT,
SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh
pemerintah daerah untuk menerima setoran penerimaan
Pajak Daerah.

Penelitian adalah  serangkaian  kegiatan  yang
dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat
pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan
dan lampiran- lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta
kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/
atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Penagihan adalah  serangkaian tindakan  agar
Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika
dan  sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang
telah disita.
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65.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal
jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun
Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi
Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan
Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus,
pemberitahuan Surat  Paksa, penyitaan, dan
penyanderaan.

Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus
piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas
piutang yang berada dalam penguasaannya.
Penghapusbukuan atau Penghapusan Bersyarat Piutang
adalah tindakan administratif untuk menghapus
piutang tanpa menghapus hak tagih.

Penghapustagihan atau Penghapusan Mutlak Piutang
adalah tindakan menghapus piutang yang tidak dapat
diselesaikan.

Dokumen Lain Yang Dipersamakan adalah dokumen
pengganti SPOPD/SKPD/STPD/TBP sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk dokumen
elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain yang
teregistrasi oleh sistem informasi.

Keadaan Kahar adalah kejadian yang secara rasional
tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia
meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal
atau huru-hara, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain
berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Kantor Bersama SAMSAT, yang selanjutnya disebut
SAMSAT adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan
pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam
menyelenggarakan pelayanan Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen
PKB, Opsen BBNKB dan pembayaran Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara
terintegrasi dan terkoordinasi.
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(1)

(2)

(3)

BAB II
Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari:

a. PKB;

b. BBNKB:;

c. PAB;

d. PBBKB;

e. PAP;

f.  Pajak Rokok; dan

g.  Opsen Pajak MBLB.

Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan Gubernur terdiri atas:

a. PKB;

b. BBNKB;
c. PAB; dan
d. PAP.

Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:

a. PBBKB;

b. Pajak rokok; dan

c. Opsen Pajak MBLB.

BAB III
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 3

Kepala Badan melakukan pemungutan Pajak Daerah dalam
hal:

a.

b
.
d.
€

(1)

(2)

pendaftaran dan pendataan Pajak;

penetapan besaran Pajak terutang;

pemeriksaan Pajak;

penagihan Pajak; dan

pelaksanaan tugas lain yang diatur secara khusus
dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
PKB

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan PKB

Pasal 4
Wajib PKB wajib mendaftarkan diri dan/atau objek
Pajaknya kepada Kepala Badan dengan menggunakan
SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada Wajib PKB diberikan NPWPD dan/atau NOPD
yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
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(4)
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Setiap Wajib PKB wajib mengisi SPOPD atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau
instansi;
b. Nomor Induk Kependudukan(NIK)/Nomor Induk
Berusaha (NIB), nomor telepon dan alamat surat
elektronik;
tanggal, bulan, dan tahun perolehan;
dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;
harga perolehan;
jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan,
warna, bahan bakar nomor rangka dan nomor
mesin; dan
g. gandengan dan jumlah sumbu.
SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Kepala Badan melalui UPT Pendapatan paling
lambat :
a. 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan ketentuan :
1. kendaraan baru yang berasal dari dealer/sub
dealer dihitung sejak tanggal faktur.
2. kendaraan mutasi masuk dihitung sejak
tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar
Daerah.

o oo

b. sampal dengan tanggal berakhirnya masa pajak

untuk kendaraan bermotor bukan baru atau daftar
ulang;

c. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan

objek dan subjek Pajak, meliputi :

1. kendaraan bermotor yang berasal dari
penjualan kendaraan bermotor (dump) milik
pemerintah, pemerintah daerah, TNI dan
Polri, dihitung sejak tanggal tanggal kuitansi
pelunasan.

2. kendaraan bermotor yang berasal dari lelang
Negara dihitung sejak tanggal keputusan
lelang atau kuitansi pelunasan.

3. kendaraan bermotor yang berubah
bentuk/fungsi/ganti mesin, dihitung sejak
tanggal perubahan bentuk/fungsi atau
tanggal kuitansi pembelian mesin.

4. kendaraan bermotor hibah dihitung sejak
tanggal hibah.

5. kendaraan bermotor waris dihitung sejak
tanggal surat keterangan ahli waris.

6. kendaraan bermotor yang berganti
kepemilikan akibat jual beli, dihitung sejak
tanggal kuitansi pelunasan.

d. 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak Kendaraan

Bermotor berada di Daerah dengan maksud untuk
dipakai secara tetap di Daerah.

(6) Sebelum...../11
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Sebelum melakukan pendaftaran kendaraan baru,
Wajib Pajak harus melunasi PKB atas kendaraan yang
telah dimiliki sebelumnya berdasarkan hasil konfirmasi
status kendaraan.

Pendaftaran perubahan fungsi kendaraan bermotor
pribadi menjadi kendaraan bermotor angkutan umum
harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan
dan/atau izin trayek.

Dalam hal jatuh tempo pendaftaran objek pajak
bertepatan dengan hari libur, maka SPOPD atau
dokumen lain yang dipersamakan disampaikan paling
lambat satu hari kerja setelah hari libur.

Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang
menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa
dilakukan karena sesuatu hal diantaranya kerusakan
software, hardware, jaringan komputer, sarana
penunjang lainnya dan hal lain yang dapat
dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal
berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran
dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak
dikenakan sanksi administratif berupa denda serta
dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh
Kepala UPT Pendapatan dan Instansi terkait pada
SAMSAT.

Pasal 5
Wajib Pajak yang mengajukan pendaftaran mutasi
kendaraan bermotor keluar Daerah, dipersyaratkan
melengkapi bukti pelunasan PKB berupa surat
keterangan fiskal.
Surat keterangan fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan apabila wajib pajak telah
melunasi PKB dengan masa berlaku/jatuh tempo
paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung mulai
pendaftaran mutasi.
Besaran PKB untuk pelunasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan masa pajak kurang dari 12 (dua
belas) bulan dihitung secara proporsional per bulan.

Pasal 6

Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Daerah
selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut berada
di Daerah wajib mendaftarkan dan/atau melaporkan
kendaraannya di UPT Pendapatan.

Jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhitung sejak tanggal tiba yang
dibuktikan dengan dokumen yang sah.

Pasal 7
Kepala Badan melakukan pendataan Wajib PKB dan
objek PKB untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data Objek PKB dan/atau Wajib PKB,
termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk
keperluan administrasi perpajakan daerah.
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Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan dokumen SPKPKB
dan/atau secara elektronik.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap seluruh Kendaraan Bermotor
kepemilikan pertama, kedua dan seterusnya.

Pasal 8
Kepala Badan dapat menerbitkan SPKPKB 14 (empat
belas) hari sebelum akhir masa pajak dalam bentuk
surat dan/atau elektronik.
Pengiriman SPKPKB dapat disampaikan melalui pihak
ketiga.

Paragraf 2
Masa Pajak dan Saat Terutang PKB

Pasal 9
Masa pajak PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan
berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran
kendaraan bermotor.
Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya
kepemilikan dan/atau  penguasaan  kendaraan
bermotor.
Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua
belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penguasaan
Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa.

Paragraf 3
Penetapan PKB

Pasal 10
PKB terutang ditetapkan dengan menggunakan SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk
dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran,
Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen
tercetak maupun dokumen elektronik atas PKB
terutang secara jabatan berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
Dalam hal menetapkan PKB, SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk SKKP
atau bentuk lain yang dipersamakan.
PKB terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun
sejak terutangnya Pajak.
Penetapan PKB terutang dalam SKKP atau bentuk lain
yang dipersamakan dihitung untuk 12 (dua belas)
bulan terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan
Bermotor.



